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A B S T R A C T   A R T I C L E   I N F O 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi 
pelayanan publik oleh PT Pos Indonesia dalam penyaluran 
bantuan sosial di Kantor Pos Bandar Agung, Kabupaten 
Lampung Tengah. Meskipun menghadapi keterbatasan 
fasilitas fisik, infrastruktur digital, serta sumber daya 
manusia, kantor pos ini mampu mencapai realisasi 
penyaluran bantuan sosial sebesar 95,16% pada tahun 2024. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan 
dengan menggunakan perspektif Teori New Public Service 
(NPS) dan Teori Public Enterprise. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik tidak 
semata-mata ditentukan oleh kelengkapan sarana, tetapi 
juga oleh kemampuan adaptasi petugas, kedekatan sosial 
dengan masyarakat, serta strategi pelayanan berbasis 
kolaborasi lokal. Faktor penghambat utama meliputi 
keterbatasan ruang pelayanan, perangkat elektronik, 
jaringan internet yang tidak stabil, serta rendahnya 
dukungan fasilitas keamanan. Sementara itu, faktor 
pendukung mencakup komitmen petugas, koordinasi 
dengan aparat desa, serta kepercayaan masyarakat. 
Penelitian ini merekomendasikan penguatan digitalisasi 
layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 
pemerataan fasilitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. 
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1. INTRODUCTION 
 

Pelayanan publik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. 
Dalam konteks Indonesia, pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif 
pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat 
dari risiko sosial dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pos Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu 
sebagai entitas bisnis dan agen pelayanan sosial negara. Salah satu mandat strategis yang 
dijalankan adalah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui program seperti 
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). 

Namun, implementasi pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat 
operasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti antrean panjang, keterlambatan 
distribusi, ketidaksinkronan data penerima manfaat, serta keterbatasan fasilitas dan sumber 
daya manusia. Kondisi tersebut juga dialami oleh Kantor Pos Bandar Agung di Kecamatan 
Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. 

Meskipun memiliki keterbatasan fasilitas seperti ruang pelayanan yang sempit, perangkat 
elektronik yang terbatas, jaringan internet yang tidak stabil, serta minimnya sistem keamanan 
internal, Kantor Pos Bandar Agung mampu mencapai realisasi penyaluran bantuan sosial 
sebesar 95,16% pada tahun 2024. 
 
2. METHODS 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian 
berada di Kantor Pos Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Informan penelitian terdiri 
dari kepala kantor pos, petugas layanan, petugas lapangan, pendamping sosial, perangkat 
desa, serta masyarakat penerima bantuan sosial. 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kondisi Pelayanan Publik dalam Penyaluran Bantuan Sosial 

Pelayanan publik dalam penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Bandar Agung 
dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan data Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) dari pemerintah daerah, penjadwalan penyaluran bantuan, proses verifikasi identitas 
penerima, hingga distribusi bantuan secara langsung di loket pelayanan. Dalam kondisi 
tertentu seperti penerima lanjut usia (lansia) atau masyarakat dengan keterbatasan fisik, 
petugas pos juga melaksanakan layanan door to door untuk memastikan bantuan tetap 
tersalurkan secara tepat sasaran. 

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan publik di kantor ini masih dihadapkan pada 
berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pelayanan yang sempit seringkali tidak 
mampu menampung jumlah penerima manfaat yang datang secara bersamaan pada saat 
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jadwal penyaluran bantuan sosial massal. Hal ini menyebabkan terjadinya antrean panjang 
yang berimplikasi pada menurunnya kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan. 
Selain itu, keterbatasan perangkat elektronik seperti komputer dan printer, serta kondisi 
jaringan internet yang tidak stabil turut memperlambat proses verifikasi data penerima 
bantuan. 

Jika dibandingkan dengan Kantor Pos Gunung Sugih dan Kantor Pos Bandar Jaya yang 
memiliki fasilitas pelayanan relatif lebih lengkap, Kantor Pos Bandar Agung menunjukkan 
adanya kesenjangan infrastruktur pelayanan. Meskipun demikian, capaian realisasi 
penyaluran bantuan sosial pada tahun 2024 mencapai 95,16%, yang mengindikasikan bahwa 
efektivitas pelayanan tetap dapat dipertahankan meskipun dalam kondisi keterbatasan 
fasilitas. 

3.2 Analisis Pelayanan Berdasarkan Perspektif New Public Service (NPS) 

Berdasarkan perspektif Teori New Public Service, pelayanan publik di Kantor Pos Bandar 
Agung menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang berpusat pada warga negara (citizen-
centered service). Petugas pos tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga 
berupaya memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini 
tercermin dari pemberian prioritas layanan bagi lansia, penyediaan informasi secara langsung 
kepada masyarakat, serta koordinasi aktif dengan aparat desa dalam proses penyaluran 
bantuan sosial. 

Selain itu, interaksi antara petugas pos dan masyarakat juga mencerminkan adanya nilai 
partisipasi dan kolaborasi dalam pelayanan publik. Aparat desa dan pendamping sosial turut 
membantu dalam mengatur antrean, menyampaikan informasi jadwal penyaluran, serta 
memastikan kehadiran penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi. 
Keterlibatan aktor lokal ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi pelayanan publik. 

Pelayanan yang dilakukan di Kantor Pos Bandar Agung juga mencerminkan prinsip serving 
rather than steering, di mana petugas berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat 
sebagai warga negara, bukan sekadar sebagai pelanggan layanan administratif. Dengan 
demikian, optimalisasi pelayanan publik tidak hanya diukur dari capaian target distribusi 
bantuan, tetapi juga dari kualitas interaksi sosial antara petugas dan masyarakat. 

3.3 Analisis Kelembagaan Berdasarkan Perspektif Public Enterprise 

Dari perspektif Teori Public Enterprise, Kantor Pos Bandar Agung sebagai bagian dari PT 
Pos Indonesia menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam 
menjalankan fungsi ekonomi, kantor pos dituntut untuk mengelola sumber daya yang 
terbatas secara efisien agar proses pelayanan tetap berjalan tanpa menghambat operasional 
organisasi. 

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi sosial, kantor pos memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata, transparan, dan 
tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Hal ini terlihat dari upaya petugas 
dalam melakukan verifikasi data secara langsung, serta pelaksanaan layanan distribusi 
bantuan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor pos. 

Keseimbangan antara efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial ini menjadi indikator 
utama keberhasilan pelayanan publik berbasis BUMN di wilayah pedesaan. Kantor Pos Bandar 
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Agung menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik dapat dicapai melalui adaptasi 
organisasi dan inovasi pelayanan, meskipun tanpa dukungan fasilitas teknologi yang 
memadai. 

3.4 Faktor Penghambat Optimalisasi Pelayanan Publik 

Beberapa faktor yang menjadi penghambat optimalisasi pelayanan publik di Kantor Pos 
Bandar Agung antara lain: 

1. Keterbatasan ruang pelayanan dan ruang tunggu; 

2. Minimnya perangkat elektronik seperti komputer dan printer; 

3. Jaringan internet yang tidak stabil; 

4. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia; 

5. Minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV. 

Faktor-faktor tersebut berimplikasi pada lamanya waktu pelayanan serta menurunnya 
kenyamanan masyarakat dalam menerima bantuan sosial. 

3.5 Strategi Optimalisasi Pelayanan 

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Kantor Pos Bandar Agung menerapkan 
sejumlah strategi adaptif untuk menjaga efektivitas pelayanan, antara lain: 

1. Penataan sistem antrean manual yang tertib; 

2. Pemberian layanan prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia; 

3. Koordinasi dengan aparat desa dan pendamping sosial; 

4. Pelaksanaan layanan door to door; 

5. Pemanfaatan kedekatan sosial antara petugas dan masyarakat. 

Strategi tersebut mencerminkan adanya kapasitas adaptif organisasi dalam menghadapi 
keterbatasan sumber daya, sekaligus menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik 
tidak selalu bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada komitmen pelayanan dan 
kolaborasi sosial di tingkat lokal. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pelayanan publik dalam penyaluran bantuan 
sosial di Kantor Pos Bandar Agung tidak sepenuhnya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas 
fisik maupun dukungan infrastruktur digital, tetapi oleh kemampuan adaptasi organisasi, 
komitmen petugas layanan, serta kolaborasi dengan aparat desa dan masyarakat. Meskipun 
menghadapi keterbatasan ruang pelayanan, perangkat elektronik, jaringan internet yang 
tidak stabil, serta minimnya fasilitas keamanan, kantor pos ini tetap mampu mencapai 
realisasi penyaluran bantuan sosial sebesar 95,16% pada tahun 2024. 

Dari perspektif Teori New Public Service, praktik pelayanan di Kantor Pos Bandar Agung 
menunjukkan orientasi pelayanan yang berpusat pada warga negara melalui pendekatan 
partisipatif dan responsif, termasuk pemberian layanan prioritas bagi kelompok rentan. 
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Sementara itu, dari perspektif Teori Public Enterprise, kantor pos mampu menjalankan fungsi 
ganda sebagai entitas bisnis sekaligus agen sosial negara dengan menyeimbangkan efisiensi 
operasional dan tanggung jawab sosial dalam distribusi bantuan sosial di wilayah pedesaan. 

Dengan demikian, optimalisasi pelayanan publik di Kantor Pos Bandar Agung 
mencerminkan adanya kapasitas ketahanan organisasi publik dalam mempertahankan 
efektivitas layanan di tengah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Temuan ini menegaskan 
bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pedesaan tidak hanya memerlukan 
investasi teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia serta tata kelola 
pelayanan yang kolaboratif. 
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